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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO 

NOMOR 10 TAHUN 2008 

TENT ANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2008 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA 

BUP A TI W AJO, 

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

kcbijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit 

organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa 

lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalarn Tahun 

Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008; 

b. bahwa sehubungan dengan ha! tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lcrnbaran Negara Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(lernbaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3 3 1 2  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun I 994 

(Lernbaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 

3569); 

3. Undang-Undang Nomor 1 8  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3C,85) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

Nomor 246 Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3688); 
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Babas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 

l 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Tahun ·2004 Nomor 53, Tambahan 

Lcrnbaran Negara Nomor 4389); 

10 .  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara. (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, 

Tumbahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor4421); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4437) 

scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor I 08, 

Tambahan Lembaran Negara nomor 4548); 

13 .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pcrnerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tarnbahau Lembaran Negara Nomor 4438); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan 

alas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 

4 J ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 

15 .  Pcraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2001 Nomor 1 18 ,  Tambahan Lembaran Negara Nomor4l38); 

16. Pcraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I tentang Retribusi Daerah (lembaran 

Negara Tahun 2001 Nomor 1 19,  Tambahan Lembaran Negera Nomor 4139); ft 
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2. Belanja 

a. Semula 

b. Bertambah/Iberkurang) 

Rp. 614.752.970.121,00 

Rp. 84.054.216.496,00 

Jumlah Belanja setelah perubahan 

Surplus/(Defisit) seteiah Perubahan 

Rp.698.807.186.617,00 v 

Rp.(I 81.994.049.624,42) 

3. Pembiayaan 

a. Pencrimaan 

I) Semula 

2) Bertarnbah/tberkurang) 

Rp. 132.81 1 .488.012,00 

Rp. 56.449.636.484,42 

Sisa lebih pernbiayaan auggaran setelah perubahan 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 

J umlah Pembiayaan neto setelah perubahan 

Rp.189.261.124.496,42 •· 

4.172.183.035,00 

3.094.891.837.,00 

Rp. 7.267.074.872,00 • 

Rp.181 . . 994.049.624,42 

Rp. 0,00 

Rp. 

Rp. 

2) Bertam bah/(berkurang) 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 

b. Pengeluaran 

I )  Semula 

Pasal 2 

10.624.091.591,58 

24.313.750.000,00 

Rp. 

Rp. 

( 1 )  Pendapatan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal I terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah 

I )  Sernula 

2) Bertambah/(berkurang) 

Rp. 453.932.631.896,00 

J urnlah pendapatan asli daerah setelah perubahan 

b. Dana Perimbangan 

I )  Semula 

Rp. 34.937.841.591,58 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.503.482.357,00 

Jurnlah dana perimbangan setelah perubahan Rp.459.436.114.253,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

I )  Sernula Rp. 7.867.283.248,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.571.897 .900,00 

3.269.372. 900,00 

25.000.000,00 Rp . 

Rp. 

Jurnlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 22.439 .181.148,00 

(2) Pendapatan as! i daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak daerah 

I )  Sernula 

1) Bertambah/(berkurang) 

.1 umlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 3.294.372.900,00 
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b. Retribusi daerah 

l) Semula 

2) Bertam bah/(berkurang) 

Rp. 

Rp. 

7.901.277.100,00 

49.754.000,00 

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan 

c. Hasil Pengelolaa kekayaan daerah yang dipisahkan 

Rp. 7.951.031. l  00,00 

!). Semula 

2) Bertarn bah/(berkurang) 

Rp. 

Rp. 

5.200.000.000,00 

623 .686.000,00 

Jumlah basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Setelah perubahan 

cl. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Rp. 5.823.686.000,00 

I) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

Rp. 

Rp. 

7.943.100.000,00 

9.925.6.51.591,58 

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 17.868.751.591,58 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

l) Semula Rp. 62.213.632.896,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5 .503 .482.357 ,00 

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 67.717.115.253,00 

b. Dana alokasi umum 

l) Semula Rp. 336.187.999.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

J umlah dana alokasi urnum setelah perubahan Rp.336.187.999.000,00 

c. Dana alokasi khusus 

l) Semula Rp. 55.531.000.000,00 

2) Bertambah/iberkurang) Rp. 0,00 

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 55.531.000.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c terdiri dari 

jenis pendapatan : 

a. Hibah 

l )  Sernula 

2) Bertambah/(berkurang) 

Rp. 

Rp. 

0,00 

0,00 

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan 

b. Dana Darurat 

Rp. 0,00 

1) Semula 

2) Bertambah/tberkurang) 

J umlah dana darurat setelah perubahan 

Rp. 

Rp. 

0,00 

0,00 

Rp. 0,00 
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